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EVAL UA TION ON THE JOB AND FUNCTION OF THE DISTRICTMUNICIPALITY 
OFFICE OFMINISRY OF HEXLTH I N M  NAGING THE HEALTH 

PROGRAMME AT REGENCY LEVEL 

A study to evaluate the performance of the District Office ofMinistry of Health (DO-MOH) was 

carried out during the fiscal year of 199111992. Specific objectives of this study were to evaluate the 

organization of the DO-MOH as stated in the policy of MOH and to look at the implementation of 

coordination, integration and synchronization ofthe DO-MOH with the local related health agencies 

and local administrator. 

"Mail survey" in 301 DO-MOH throughout Indonesia, modifiedfocus group discussion (UFGD) 

and indepth interview in 9 DO-MOH samples in South Kalimantan, Yogyakarta and South Sulawesi 

Provinces were carried out to achieve the objectives of this evaluative study. Descriptive and 

qualitative methods were used for data analysis. It was found that facilities, manpower, budget, 

management including coordination, integration and synchronization as well as other performances of 

most of the DO-MOH were still far beyond expected e.g 60.9% of DO-MOH were still using other 

building to carry out the daily routine jobs, 96,4% did not have stencil machines, 50,4% did not have 

calculators, 81.5% DO-MOH had 1-5 personnels who were still partimers, 51% did not carry out the 

managerial functions of DO-MOH. 

In the context of solving the problems Jaced by the D-0-MOH there have been 5 proposed 
alternatives for structural and functional communications with the health units at provincial, regency, 

and district levels. There may be beneficial as well as unbenejkial aspects of these 5 alternatives, 

depending on the present existing conditions and the future expected health trends. 

* Makalah ini telah dipresentasikan pada Rakorpim Depkes RI, Jakarta, 12 April 1992. 
** Staf Pusat Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan. 
*** Staf Sekretariat Badan Litbang Kesehatan. 
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PENDAHULUAN ketentuan dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku". 

Dalarn UU No. 511974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan 
bahwa kepala wilayah sebagai wakil pemerintah 
adalah penguasa di bidang pemerintah yang 
mengkordinasikan pembangunan dan pembi- 
naan di daerah yang pelaksanaannya berda- 
sarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan 
azas pembantuan. Urusan pemerintahan dan 
pembangunan dalam bidang kesehatan yang 
telah diserahkan kepada daerah, menjadi 
tanggung jawab daerah, baik yang menyangkut 
penentuan kebijaksanaan perencanaan, pengge- 
rakan maupun pelaksanaannya. Perangkat 
pelaksana adalah daerah sendiri dengan 
membentuk dinas-dinas daerah seperti dalam 
bidang kesehatan dibentuk dinas kesehatan, 
rumah s h t ,  Puskesmas, dan sebagainya. Untuk 
urusan kesehatan yang tidak diserahkan kepada 
daerah, dibentuk pula instansi vertikal untuk 
menyelenggarakan urusan-urusan azas dekon- 
sentrasi yang merupakan pelimpahan wewe- 
nang dari pemerintah pusat, kepala wilayah 
atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya 
yaitu Kantor Dcpartemen Kesehatan. 

Oleh karena itu maka di daerah tingkat I1 
terdapat dua organisasi yang mengurusi upaya 
kesehatan yaitu: 

1. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I1 yang 
merupakan perangkat daerah mempunyai 
tugas "melaksanakan sebagian urusan rumah 
tangga daerah dalam bidang kesehatan dan, 
melaksanakan tugas pembantuan yang 
diserahkan oleh Kepala Daerah". 

2. Kantor Departemen Kesehatan (Kandepkes) 
KabupatenlKotamadya, dengan tugas "me- 
laksanakan sebagian tugas pokok dan 
fungsi Kanwil Depkes dalam ha1 pernbi- 
naan, pengembangan, pengawasan dan 
penertiban upaya kesehatan di kabupated 
kotamadya serta kecamatan sesuai dengan 

Dalam pengelolaan upaya kesehatan 
daerah tingkat 11, Dinas Kesehatan Dati I1 
adalah penyelenggara azas desentralisasi, 
sehingga harus punya kemampuan menye- 
lenggarakan semua urusan yang diserahkan 
termasuk fungsi perencanaan, penggerakan 
pelaksanaan serta pengawasan dan pengen- 
dalian. Dernikian juga Dinkes Dati I1 hams 
dapat menata unit-unit pelaksana tehus atau 
unit pelayanan lainnya seperti Puskesmas clan 
Rumah Salut. Seluruh kelembagaan yang 
berkaitan dengan kesehatan di Dati I1 
seharusnya te rjalin dalam satu sistem sehingga 
tercipta kerja sama yang terarah, terpadu dan 
berkesinambungan '. Namun dalam kenya- 
taannya, ha1 ini masih belum sepenuhnya 
terlaksana seperti yang diharapkan. 

Kandepkes KabupatenKotamadya mem- 
punyai tuga;s bimbingan dan pengendalian di 
bidang perencanaan, pembinaan dan 
pengawasan. Beberapa masalah yang dibahas 
dalam diskusi kelompok Rapat Ke rja Kesehatan 
Nasional 1987 yaitu tentang kewenangan yang 
dapat dilimpahkan oleh Kanwil Depkes kepada 
Kandepkes KabupatenKodya serta d a h r  
pelimpahan wewenang yang telah diusulkan 
masih belum dibahas secara lebih saksama, dan 
mengaitkannya dengan kemampuan Dati I1 '. 
Peningkatan fungsi Kandepkes Kabupated 
Kotamadya dengan cara membcrikan peranan 
yang lebih tegas kepada Ka Kandepkes di 
bidang pengorganisasian, kebijaksanaan peren- 
Canaan, pengendalian dan evaluasi program. 
belum sepenuhnya terlaksana. 

Karena adanya hambatan-hambatan terse- 
but di atas, timbul pertanyaan sampai berapa 
jauh peran dan fungsi Kandcpkes dalam 
pengelolaan program kesehatan di Dati I1 telah 
dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan ini 
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maka pada tahun anggaran 199111992 telah 
diadakan studi evaluasi yang bertujuan untuk 
melihat sampai berapa jauh peran fungsi 
Kandepkes dalam pengelolaan segi pengor- 
ganisasian, penggerakan pelaksanaan serta 
pengawasan dan pengendalian program di Dati 
11. Hasil studi diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada para pengambil keputusan 
dalam meningkatkan pembinaan manajemen 
kesehatan Dati I1 dalam Pelita VI, khususnya 
yang menyangkut peran dan fungsi serta 
eksistensi Kandepkes di Dati I1 dalam 
hubur~gannya dengan kebijaksanaan desen- 
tralisasi. 

BAHAN DAN CARA 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 
melihat sampai berapa jauh peran dan fungsi 
Kandepkes dalam pengelolaan program 
kesehatan di Dati I1 selama ini. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian 
adalah: 
1. Melihat seberapa jauh pengorganisasian 

Kandepkes sampai saat ini telah dilak- 
sanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
menyangkut penataan tata keja  Kantor 
Departemen, penataan tenaga dalam tata 
kerjdstruktur organisasi yang telah dikem- 
bangkan, pengadaan prasarana dan sarana 
organisasi, dan penyediaan anggaran yang 
direalisir dalam kaitan kegiatan Kandepkes 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi. 

2. Melihat sampai berapa jauh keja sama 
(fungsi koordinasi, integrasi dan sin- 
kronisasi) telah dilaksanakan dengan terarah 
dan berkesinambungan khususnya dengan 
Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I1 maupun 
unit pelaksana tugas teknis yang ada. 

Metodologi 

Penelitian yang bersifat deskriptif ini 
dalam pengumpulan datanya dilaksanakan 
dengan menggunakan pola penelusuran umum 
dengan cara mail survey dan penelusuran 
mendalam dengan cara indepth interview dan 
modifikasi diskusi kelompok terarah (modified 
focus group discussion) '. 4 .  

Mail survey dilakukan dengan mengirim- 
kan kuesioner lewat pos kepada 301 Kandepkes 
Kabupaten di Indonesia. Kuesioner yang 
dikirimkan lewat pos ini telah dikembangkan 
dan diujicoba sebelumnya. In depth interview 
dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) Kandepkes 
Kabupaten daerah sarnpel terpilih pada 3 
propinsi yaitu DI Yogyakarta (3 Kandepkes 
Kabupaten), Sulawesi Selatan (3 Kandepkes 
Kabupaten) dan Kalimantan Selatan (3 
Kandepkes Kabupaten). Demikian juga untuk 
modifikasi diskusi kelompok terarah 
(modification of focus group discussion) dilak- 
sanakan di tingkat propinsi dengan peserta 
para pejabat eselon 111, dan tingkat kabupaten 
dengan peserta para pejabat eselon IV. 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil pengembalian 
kuesioner lewat pos dilakukan dengan cara 
sederhana. Pertama dilakukan data editing, 
selanjutnya dikoding ulang (terutama bagi 
pertanyaan yang jawabannya terbuka). Data 
dientri ke komputer dengan menggunakan 
d-Base HI+, dan dengan menggunakan SPSS 
PC Ver. 2.1 dilakukan analisis desknptif 
(frekuensi distribusi dan tabulasi silang). 
Sedangkan data yang dikumpulkan dari indepth 
interview dan hasil MFGD hanya diolah secara 
manual dengan pembuatan matriks dan 
pengumpulan kesamaan dan perbedaan hasil 
in-depth yang ada 4,5.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Survei dengan Kuesioner 

Meskipun hasil pengembalian kuesioner 
cukup tinggi (248 Kandepkes Kabupaten atau 
82,8% dari total seluruh Kandepkes Kabupa- 
ten) ', terdapat beberapa kelemahanlketer- 
batasan pada penelitian ini '. Kelemahannya 
adalah cara pengisian yang tidak dapat 
diketahui kebenarannya, jawaban bergantung 
dari persepsi pengisi terhadap pertanyaan, 
pengisi tahu bahwa kuesioner ini dipakai untuk 
penelitian, cukup banyaknya pertanyaan terbuka 
yang sebetulnya tidak dibenarkan dalam metoda 
mail survey, kurang mantapnya pedoman 
~ n g i s i a n  kuesioner, dan mail survey masih 
belum populer dike jakan di Indonesia. 

Hasil analisis deskriptif mail survey dapat 
dibagi menjadi lima bagian besar yang meliputi 
sarana, ketenagaan, pelaksanaan fungsi Kan- 
depkes, manajemen dan anggaran Kandepkes 
Kabupaten. 

1. Sarana Kandepkes 

Jika dilihat hasil analisis deskriptif sarana 
bangunan Kandepkes, tampaknya sarana ini 
kurang mendukung karena 60,9% masih 
melaksanakan kegiatan sehari-harinya di kantor 
lain (Dinkes Dati 11, rumahak& tW&&kai d 
kantor lainnya). Sarana perkantoran relatif 
cukup memprihatinkan, sebagai contoh 
komputer hanya dipunyai 17 Kandepkes (6,8%), 
mesin ketik masih belum dipunyai oleh 50 
Kandepkes (20,6%), mesin stensil sebanyak 
96,4% tidak memilikinya, dan 50,4% tidak 
punya mesin hitung. Sarana transportasi dan 
komunikasi juga memprihatinkan, padahal 
fungsi-fungsi di Kandepkes membutuhkan alat 
transportasi dan komunikasi yang memadai 
terutama di Dati I1 dengan kesulitan medan 
yang tinggi maupun Dati I1 yang berpulau- 

pulau atau mempunyai kepulauan. Sebagai 
contoh ditemukan bahwa hanya 23,8% 
Kandepkes yang mempunyai kendaraan beroda 
dua dan hanya 32,3% Kandepkes mempunyai 
kendaraan beroda empat, sedangkan kendaraan 
air sangat minim sekali. Sarana telpon tidak 
dimiliki oleh 59,7% Kandepkes. Lihat Tabel 1. 

2. KetenagaadSumber Daya Manusia 

Jumlah tenaga Kandepkes Kabupaten 
rata-rata sebanyak 15 oranghbndepkes pada 
130 Kandepkes (52,6%). Sedangkan pada 202 
Kandepkes (81,5%) terdapat antara 1-5 tenaga 
yang merangkap sebagai staf Dinkes Dati 11. 
Yang menjadi masalah dalam ha1 ketenagaan 
ini adalah kualitas dan jenis tenaga yang tepat 
untuk tiap-tiap seksi yang masih hams 
dipertanyakan. Dalam analisis hasil survei ini 
ditemukan bahwa tenaga teknis medis cukup 
banyak di Kandepkes, tetapi tenaga t e h s  
lapangan dan manajemedadministrasi masih 
minim. Hal ini dapat dilihat dalam ha1 
kebutuhan tenaga ternyata masih dibutuhkan 
rata-rata 2 tenaga administrasi pada setiap 
Kandepkes. Lihat Tabel 2 dan 3. 

3. Pelaksanaan Fungsi Kandepkes 

Dalam pelaksanaan fungsi Kandepkes 
tampaknya masih belum seluruhnya berjalan 
dengan lengkap, namun lebih dari 49% 
Kandepkes telah melaksanakan fungsi 
pembinaan, pengembangan, penertiban dan 
pengatvasan pada seluruh bidang yang ada 
(Yankesmas, P2M, POM, dan KB). Secara 
kualitas pengakuan terhadap be rjalannya 
fungsi-fungsi ini masih harus diteliti lebih 
lanjut, mengingat adanya masalah sarana dan 
keterbatasan ketenagaan yang masih belum 
memadai. Hal ini ditambah pula dengan 
tingginya hambatan yang ditemui pada tiap-tiap 
seksi mulai dari Tata Usaha, P2M, POM, dan 
Yankesmas. Lihat Tabel 4. 
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Tabel 1. Sarana Kandepkes Kabupaten Tahun 199111992 
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Tabel 2. Keadaan Ketenagaan Pada Kandepkes Kabupaten Tahun 199111992 

Tabel 3. Kebutuhan Tenaga Pada Kandepkes Kabupaten Tahun 199111992 
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Tabel 4. Jumlah Kandepkes Yang Melaksanakan Fungsi-fungsinya Pada Seluruh Program 
Yang Ada (Yankesmas, P2M, POM, dan KB) Tahun 199111992 

4. Manajemen Termasuk Pelaporan 

Pada dasarnya fungsi koordinasi, integrasi, 
dan sinkronisasi (KIS) telah be jalan dengan 
baik, tetapi apabila diteliti dari bentuk-bentuk 
KIS yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa KIS hanya terbatas pada rapat-rapat 
koordinasi maupun rapat-rapat intern. Dilihat 
dari segi kuantitas fungsi perencanaan telah 
dilaksanakan dengan cukup baik, walaupun 
demikian kualitas perencanaan agak meragukan 
mengingat banyaknya kegiatan ke rja yang tidak 
berpedoman kepada perencanaan tersebut. 
Dalam ha1 manajemen pelaksanaan program, 
tampaknya banyak ketidakpuasan staff terhadap 
struktur yang ada di samping kurang dimenger- 
tinya fungsi dan tugas Kandepkes. 

5. Anggaran Kandepkes 

Dalam menganalisis jumlah anggaran 
Kandepkes tarnpak agak sulit sehubungan 
dengan data yang kurang lengkap. Beberapa 
Kandepkcs menyatakan tidak mempunyai biaya, 
dan umumnya mengemukakan bahwa biaya 
rutin berkisar antara 2 juta - 5 juta rupiah, 
walaupun ada 18,6% (46 Kandepkes) yang 
punya anggaran di atas 100 juta rupiah. 

Diperkirakan bagi Kandepkes yang hanya 
mempunyai biaya rutin kurang dari 10 juta 
rupiah atau tidak ada sama sekali (142 
Kandepkes) tentunya akan kesulitan untuk 
menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal ini 
didukung pula oleh adanya 82,3% usulan yang 
menyatakan perlunya penambahan anggaran 
rutin Kandepkes. Rata-rata anggaran pemba- 
ngunan pada setiap Kandepkes sebanyak 2,4 
juta rupiahltahun dengan kisaran antara tidak 
ada sampaj 419 juta rupiah. Sedangkan yang 
tidak punya anggaran pembangunan adalah 
sebesar 84,3% (209 Kandepkes). Lihat Tabel 5. 

B.  Modifled Foccus Group Discussion dan 
Wawancara Mendalam 

1. Persepsi Tentang Tugas dan Fungsi Kan- 
depkes 

Di tingkat propinsi dan kabupaten fungsi 
Kandepkes disebutkan adalah untuk koordi- 
nasi, integrasi clan sinkronisasi administrasi 
pernbangunan. Kandepkes juga bertanggung 
jawab terhadap terselenggaranya kebijaksanaan 
Depkes sampai ke tingkat terbawah. 
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Tabel 5. Jumlah Kandepkes Berdasarkan Jumlah Anggaran Rutin dan Pembangunan 
Tahun 199111992 

Walaupun pada garis besarnya hampir Dinkes Dati 11 umumnya hanya merasakan 
sebagian besar s M  Kandepkes yang telah peranan positif Kandepkes dalam memper- 
mengetahui tugas dan fungsi Kandepkes, tetapi mudah urusan kepegawaian mereka. 
cukup banyak diantara mereka masih belum 
mengetahui atau mendalaminya. 3. Masalah dan Hambatan 

2. Realisasi Tugas dan Fungsi Dari hasil yang diperoleh dalam MFGD 
dan wawancara mencialam ternyata masalah 

Dalam ha1 realisasi tugas dan fungsi, dan hambatan yang ada adalah: 
mengatah a. Belurn adanya peturrjuk yang jelas dalam 

terbatas pada pembinaan ketenagaan bang operasionalisasi antara tugas dan fungsi 
sebenarnya lebih kepada pengumsan kepe- Kandepkes. 
gawaian). Pada Kandepkes tertentu i u ~ a  
dilaksanakan legalisasi ijin dan pengaw&n b. Kurangnya tenaga yang berkualitas; sarana 
pembangunan proyek dekonsentrasi. Diakui transportxi, komunikasi; dan dana opera- 
oleh banyak staffKanwi1 Depkes, Dinkes Dati I, sional. 
Kandepkes dan Dinkes Dati I1 bahwa tidak c. Adanyaperangkapan jabatan. 
semua Kandepkes dapat melakukan realisasi 
tugas clan fungsi walaupun hanya terbatas pada d. Eselon Yang tidak tinggi. 
hal-hal yang disebutkan sebelumnya e. Tidak jelasnya tingkat desentralisasi yang 
Puskesmas dan beberapa staff papan bawah diberikan Depkes ke daerah. 
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4. Kepemimpinan 

Dari hasil MFGD dan interview mendalam 
dlperoleh informasi sebagai berikut: 

a. Kepernimpinan para Kepala Seksi kurang 
memadai, hal ini dikarenakan banyak dari 
antara mereka yang hampir pensiun. 

b. Adanya jabatan rangkap antara Ka 
Kandepkes dengan Ka Dinkes Dati 11. 
Perangkapan jabatan tersebut mempunyai 
keuntungan yaitu tidak te rjadinya perbedaan 
selera kepemimpinan dan kebijaksanaan 
antara Ka Kandepkes dan Ka Dinkes Dati 11, 
tidak timbulnya pertentangan yang prinsipiil 
antara staff Kandepkes dengan staf Dinkes 
Dati 11, sarana dan fasilitas kedua instansi 
dapat saling menunjang walaupun tidak 
selamanya demikian. Sedangkan kerugian 
yang ditimbulkan adalah beratnya jabatan 
rangkap sehingga biasanya timbul kecende- 
rungan pimpinan untuk menitikberatkan 
pada fungsinya sebagai Ka Dinkes Dati 11, 
dan kurang diperhatikannya tugas pembi- 
naan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Kandepkes. 

5. Pembiayaan 

Belum seluruh Kandepkes mendapat 
pembiayaan rutin. Apabila ada, beberapa 
Kandepkes mengeluh adanya sentralisasi uang 
di Kanwil Depkes. Keluhan timbul pula dengan 
adanya beberapa kesulitan birokrasi dari Kanwil 
Depkes dan Depkes dalam hubungannya 
dengan pembiayaan kesehatan. Anggaran rutin 
yang kurang biayanya ditutup dengan anggaran 
pembangunan dari pusat. Pembiayaan dalam 
hubungan dengan fungsi-fungsi Kandepkes juga 
tidak discdiakan. Ada unit esclon I Depkes yang 
memberikan anggaran pembangunannya 
langsung ke Dinkes Dati 11, tetapi ada pula yang 
berjenjang. Apabila langsung dikatakan oleh 

peserta MFGD clan wawancara mendalam 
bahwa anggaran yang langsung ke Dinkes Dati 
I1 akan mempersulit fungsi kontrolnya, 
walaupun pihak Dinkes Dati I1 umumnya 
mengatakan suatu hal yang baik oleh karena 
mengurangi birokrasi. Yang jelas kesenjangan 
birokrasi memang hams dipecahkan di samping 
fungsi kontrol hams pula bejalan sebaik- 
baiknya. 

6. Hubungan dengan Instansi Lain 

Hubungan dengan instansi lain belum 
seperti yang diharapkan, oleh karena umurnnya 
instansi tersebut berhubungan langsung dengan 
Dinkes Dati 11. Hubungan terjadi hanya dalam 
bentuk rapat koordinasi dan jarang diikutkan 
dalam kegiatan lapangan. Tampaknya kebe- 
radaan Kandepkes dalam lingkungan Pemda 
hanya dianggap sebagai suatu simbol penva- 
lulan Depkes yang berguna untuk mensahkan 
adanya ke jasama lintas sektoral. 

Dalam memecahkan persoalan yang 
dihadapi oleh Kandepkes, Tim Peneliti 
mengadakan analisis dan diskusi tentang 
kemunglunan-kemungkinan keuntungan dan 
kerugian tiap-tiap alternatif pemecahan 
masalah. Untuk memecahkan masalah-masalah 
tersebut di atas, maka dapat diajukan 5 
alternatif pemecahan masalah sebagai berikut: 

Alternatif I 

Tetap seperti saat ini dengan konsekuensi 
terpenting adalah kejelasan petunjuk pelak- 
sanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) 
Kandepkes; pemenuhan sarana, biaya dan 
ketenagaan di Kandepkes; kenaikan eselon 
Kandepkes dan kejelasan jenjang karier staff, 
pembenahan manajemen untuk efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan kerja dan koordinasi; 
dan kejelasan sejauh mana desentralisi akan 
dilaksanakan. 
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Berikut di bawah ini skema alternatif1. 

PROPINSI: 

KABUPATEN: 

Alternatif I1 

Dinas Kesehatan Tk I Kanwil Depkes Propinsi ______, 

+ 
Dinas Kesehatan Tk I1 - Kendepkes KabupatenKodya e------- 

+ 
Puskesmas 

Tidak semua kabupaten hams ada 
Kandepkes, keberadaan Kandepkes cukup di 
kabupaten-kabupaten tertentu yang memang 
memerlukan dan sambil mengkoordinir 
kabupaten-kabupaten lainnya. Dengan perka- 
taan lain diperlukan regionalisasi (berkedu- 
dukan di ibukota ex Karesidenan) dan atau pada 
kabupaten-kabupaten tertentu yang memang 
memerlukan. Di sini perlu dipikirkan kriteria, 

jelas terhadap peranan Kandepkes dan lokasi 
Kandepkes (mana yang regional mana yang - - 
dapat berdiri sendiri). Tentunya ha1 ini juga 
masih hams didukung dengan kejelasan Juklak 
dan Juknis Kandepkes; pemenuhan sarana, 
biaya dan ketenagaan di Kandepkes; kenaikan 
eselon Kandepkes dan kejelasan jenjang karier 
staff, pembenahan manajemen untuk efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan kerja dan koordi- 
nasi; dan kejelasan sejauh nlana desentralisasi 
akan dilaksanakan. 

pembagian dan peng&u-an yang praktis serta Berikut di bawah ini skema alternatif 11. 

PROPINSI: 

EKS KARESIDENAN: 

KABUPATEN: 

Dinas Kesehatan Tk I Kanwil Depkes Propinsi 
4 

Dinkes Tk I1 A Dinkes Tk I1 B Dinkes Tk I1 C 

I 
Puskesmas 

I 
Puskcsmas 

i 
Puskesmas 
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Alternatif 111. diperlukan lagi atau dihapus sama sekali. 

Tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas-tugas Dengan demikian tugas Kanwil Depkes 

Kandepkes diambil alih Kanwil Depkes danlatau Dinkes Dati I1 akan bertambah berat. 

danlatau ditampungkan ke Dinkes Dati 11, 
dengan demikian secara fisik Kandepkes tidak Berikut di bawah ini skema alternatif 111. 

PROPINSI: Dinas Kesehatan Tk I Kanwil Depkes Propinsi 

If 
KABUPATEN: Dinas Kesehatan Tk I1 

I 
Puskesmas 

Alternatif IV 

Diadakan perombakan sebagian terutama 
filngsi dan tugas Kanwil Depkes dan Kandep- 
kes. Kandepkes menjadi Kantor Penvalulan 
Kanwil Depkes di eks Karesidenan atau Dati I1 
dengan tugas-tugasnya diterapkan berdasarkan 
pembagian fungsi yang jelas dan terutama 
ditujukan pada fungsi pengawasan, pembinaan 

teknis dan manajemen, serta pe~ngkatan  
kualitas ketenagaan petugas kesehatan. Peren- 
Canaan, pelaksanaan dan evaluasi program 
kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada 
Dinkes Dati I dan Dinkes Dati 11. Persoalannya 
adalah fungsi dari Perwakilan Kanwil Depkes 
menjadi cukup berat. 

Berikut di bawah iN skema alternatif IV. 

PROPINSI: Dinas Kesehatan Tk 1- Kanwil Depkes Propinsi 
(perencanaan, pelak- (pengawasan, pembina- 
sanaan dan evaluasi) an, ketenagaan) 

I 
EKS KARESIDENAN: 

+ 
Dinkes Tk I1 A- Penvakilan Jtanwild- Dinkes Tk I1 B 

/ KABUPATEN (perencanaan, Depkes Propinsi (perencanaan, 
pelaksanaan, (pengawasan, pem- pelaksanaan, 
dan evaluasi) binaan, ketenagaan) dan evaluasi) 

I I * 
Puskesmas 

+ 
Puskesmas 

Catatan: bisa di tingkat Karesidenan atau di tingkat Kabupaten bila mampu. 
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Alternatif V. 

Alternatif ini merupakan alternatif yang 
memerlukan perombakan total tidak hanya 
fungsi dan tugas tetapi juga struktur organisasi 
dan manajemen pembangunan kesehatan. 
Kanwil Depkes kembali semula kepada fungsi 
pengawasan (seperti IKES masa lalu), pembi- 
naan teknis dan manajemen, peningkatan 
ketenagaan petugas kesehatan. Dinas Kesehatan 

Dati I lebih kepada fungsi perencanaan dan 
monitoring/evaluasi. Kandepkes tetap sama 
fungsinya sebagai perwakilan Kanwil Depkes di 

PROPINSI: 

EKS KARESLDENAN: 

KABUPATEN : 

regional dan berkedudukan di bekas karesi- 
denan atau ibu kota kabupaten yang potensial. 
Dinkes Dati I1 (clan termasuk Puskesmas) 
diperkuat sebagai sebagai instalasi perencana, 
pelaksana clan evaluasi/monitoring. Dinkes Dati 
I1 benar-benar mendapat otoritas penuh untuk 
manajemen kesehatan di daerahnya. 

Benkut di bawah ini skema alternatif V 

Matriks lengkap kerugian dan keuntungan 

masing-masing alternatif sistem dapat dilihat 
pada Tabel 6 berikut ini. 

Dinas Kesehatan Tk I - Perwakilan Depkes di Dati I 
(perencanaan dan eva- -----+ (pengawasan, pembinaan, 
luasi) ketenagaan) 

I + rDzl: (pengawasan, pembinaan, I1 

Dinkes Tk I1 A Dinkes Tk I1 B Dinkes Tk I1 C 
(perencanaan, (perencanaan, (perencanaan, 
pelaksanaan & pelaksanaan gi pelaksanaan & 

evaluasi) 

Puskesmas Puskesmas Puskesmas 
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Tabel 6. Keuntungan dan Kerugian Masing-masing Alternatif 

TRASI DITAMPUNG PADA 
DTNAS --> TAK PERLU of command, program lebih 
ADA KANDEPKES mudah dikembangkan 

3. Lebih efisien 
4. Mudah dilakukan kontrol 

langsung ke Kanwil atau 
diberikan wewenang 
ke Dinkes Dati I1 
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ktur dan organisasi k 

4. Kandepka mengemban tugas 

3. Membutuhkan waktu yang lama clan 
biaya yang banyak 

Catatan: 1. Tidak dapat hanya melihat Dati I1 dari sektor kesehatan kerja. 
2. Perlu diperhatikan alternatif sesuai situasi dan kondisi daerah. 

Dalam pemilihan alternatif-alternatif 
tersebut maka perlu dipikirkan hal-ha1 sebagai 
berikut: 

1. bahwa pemilihan alternatif-alternatif terse- 
but tidak dapat hanya dilihat dari kacamata 
kebutuhan sektor kesehatan saja tetapi juga 
kebutuhan Pemda Dati I maupun Dati 11: 
dan 

2. perlu diperhatikan penterapan alternatif 
berdasarkan situasi dan kondisi daerah, 
sehingga bentuk alternatif satu mungkin bisa 
diterapkan di Propinsi A, sedangkan 
alternatif I1 bisa diterapkan di Kabupaten B 
dan sebagainya. 

Akhirnya, peran dan fungsi Kandepkes 
perlu didudukkan dengan jelas dari sisi mana 
akan dilihat permasalahannya. Apakah semata- 
semata dari sudut kepentingan pemerintah 
pusat, atau justru dari sudut permasalahan 
kesehatan yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat yaitu guna efektivitas dan efesiensi 
sistem manajemen kesehatan, atau belum lagi 
permasalahan ini harm pula didudukkan dalam 
tatanan pemerintah daerah otonomi Dati I atau 
Dati I1 dan kerja sama lintas sektoral. 
Hendaknya perlu dipikirkan agar jangan sanipai 
nantinya terjadi kepentingan sektoral kesehatan 
Fang nienjadi terlalu besar dan malahan 
menipersulit pemerintah daerah dan otonomi 
daerah. Tetapi scbaliknya Pcmda jugs hams 
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mengakui keberadaan Depkes di daerah yang 
masih amat diperlukan untuk pembinaan teknis, 
pengawasan, dan membantu penanggulangan 
sumber daya serta kemampuan pembiayaan 
yang masih terbatas dari beberapa Pemda di 
Indonesia. Selain itu perlu pula dikaji kembali 
aljakah memang Depkes dan Kanwil Depkes 
sudah siap dengan memberikan "power" dan 
"biayaMnya kepada daerah untuk dikelola sendiri 
dalam rangka peningkatan otonomi Dati 11. 
Yang jelas peranan Depkes dalam pemba- 
ngunan jangka panjang ke I1 ini hams lebih 
berarti dan benar-benar dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui program pemba- 
ngunan kesehatan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil studi dapat diambil beberapa 
kesimpulan penting yaitu: 

1. Analisis hasil "mail survey" Kandepkes 
hanya berhasil menyajikan basis data 
Kandepkes secara superfisial, walaupun 
demikian informasi deskriptif ini dapat digu- 
nakan sebagai dasar dari langkah-langkah 
penelitian ini sccara lebih lanjut. 

2. Hasil MFGD dan wawancara mendalam 
mcnunjukkan beberapa masukan penting 
dalanl mcndukung hasil-hasil "mail survey" 
atau merljelaskan hal-ha1 yang tidak benar 
dalam "mail survey" seperti masalah kete- 
nagaan dan biaya rutin Kandepkes. 

3. Umumnya Kandepkes telah terbentuk dan 
telah mclakukan fungsinya walaupun belum 
optimal. Sarana gcdung boleh dikatakan 
cukr~p untr~k 3 propinsi MFGD, walaupun 
hasil "mail survey" nicnunjukkan bahwa 
Kandepkes di Indonesia masih ada yang 
belum mempunyai gcdung. Sedangkan 
sarana ATK, transportasi dan komunikasi 
masili bclum scpcrti qang diharapkan. 

4. Walaupun hampir semua Kandepkes mem- 
punyai anggaran rutin, tetapi umumnya 
tidak mencukupi untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi Kandepkes dengan optimal. 
Wawancara mendalam menunjukkan pula 
bahwa masih rendahnya kontribusi penda- 
patan asli daerah terhadap pendanaan 
kesehatan. Di lain pihak, pemerintah pusat 
tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah 
seperti yang diharapkan. 

5. Adanya dua wadah organisasi di Dati 11, 
maka bentuk sarana, sumber daya dan 
anggaran yang jumlahnya terbatas dan 
banyak mengandalkan dari sumberdaya dan 
proyek kesehatan Depkes, hams dibagi-bagi 
pula. Pembangunan bidang kesejahteraan 
sosial tampaknya masih belum mendapat 
prioritas di Dati 11, sehingga sumber daya 
Pemda belum bisa diprioritaskan untuk 
pembangunan kesehatan, di samping itu 
seperti dalam kesimpulan sebelumnya masih 
banyak Pemda yang rendah potensi sumber 
dayanya. Sedangkan sumber daya dan 
proyek kesehatan Depkes masih merupakan 
sumber yang potensial untuk kedua instalasi 
kesehatan yang sering menyebabkan terjadi- 
nya perselisihan. 

6. KIS yang dilaksanakan oleh Kandepkes pada 
umumnya masih terbatas pada rapat-rapat 
baik ke luar maupun ke dalam dengan 
sedikit melaksanakan fungsi perencanaan 
dan supervisi. Rupanya peranan Kandepkes 
dalam ha1 ini masih terlalu kecil dan belum 
mendapat pcran yang berarti di Dati TI 
seperti yang diharapkan. 

7. Belum adanya kejelasan, belum adanya 
juklakljuknis Kandepkes, rendahnya kualitas 
tenaga dan tidak cukup tingginya eselon 
Kandepkes diduga merupakan faktor-faktor 
penyebab utama terjadinya fungsi Kandepkes 
yang kurang efektif dan minimalnya 
pengertian para staf Kandepkes terhadap 
fungsi Kandepkes. 
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8. Hampir semua seksi mempunyai hambatan- 
hambatan baik teknis maupun manajerial 
yang cukup serius dalam melaksanakan 
tugas-tugas mereka. Selain itu rnasalah 
kualitas ketenagaan, jabatan rangkap dan 
tidak jelasnya jenjang karier tenaga 
Kandepkes perlu mendapatkan perhatian 
yang serius. 

9. Diduga hanya pada propinsi-propinsi ter- 
tentu dengan kondisi-kondisi Dati I1 yang 
tertentu, kondisi manajerial dan kepemim- 
pinan tertentu, serta kondisi ketenagaan 
tertentu maka Kandepkes dapat bejalan 
dengan baik. 

10. Wawancara mendalam menunjukkan pula 
bahwa kapasitas aparatur daerah, terutama 
Dati I1 masih lemah, terutama dalam ha1 
perencanaan dan manajemen. Dengan 
adanya dua organisasi kesehatan di Dati 11, 
maka kemampuan-kemampuan profesional 
kesehatan makin tersebar dan terpecah, 
ditambah dengan memang terbatasnya 
jumlah tenaga profesional. Untuk itu 
sebagai daerah otonomi yang nantinya 
dapat mandiri, maka peningkatan 
kemampuan profesional (manajerial 
mauprin tehis)  di Dati I1 sebagai suatu 
kesatuan yang efektif dan efisien diperlukan 
untuk memecahkan rnasalah kesehatan 
setempat. 

Saran 

1 .. Saran adanya peningkatan eselon Kandep- 
kes, pembentukan regionalisasi Kandepkes 
yang sesuai dengan kebutuhan, adanya 
jabatan fungsional hendaknya dapat menjadi 
bahan pertimbangan selanjutnya. 

Kandepkes yang sudah ada terutama yang 
sudah lama bertugas, dernikian juga jenjang 
kenailcan pangkat mereka sesuai dengan 
piramida jabatan yang ada. 

3. Guna kebijaksanaan selanjutnya, terutama 
mendukung desentralisasi pemerintah clan 
Depkes, perlu dipikirkan beberapa alternatif 
pemecahan untuk Kandepkes. 
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